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BUPATI  PASURUAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 
NOMOR 11 TAHUN  2019 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2011 
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI  PASURUAN, 
 

Menimbang  : 
 
 
 
 
 
 
 
Mengingat 

bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan Pajak Air Tanah 
dan pelaksanaan ketentuan Pasal 62 Peraturan Daerah Nomor 
2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018, maka perlu 
menetapkan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 27 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak 
Air Tanah dengan Peraturan Bupati; 
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita 
Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan 
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85); 

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
1298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3987); 
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6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4189); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang  Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran  Negara  Nomor 
5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun  2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Tahun  2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air 
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4859); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan  Pemanfatan  Insentif  Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  (Lembaran  Negara 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran  Negara 
Nomor 5161); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 244 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5950); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan         Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

17. Peraturan Presiden Nomor 87  Tahun  2014  tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-
undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002
tentang Nilai Perolehan Air yang digunakan Badan Usaha
Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan
palayanan Publik Pertambangan Minyak Bumi dan  Gas
Alam dan Gas Alam sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2003;

21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2018;

22. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Bupati Nomor 39 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN  : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH 

Pasal  I 

Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 
Tahun 2017 diubah, sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
!Ill. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai efektif dilaksakan pada tanggal 1 April 2019. 

Pasal III 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar  setiap  orang  mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan. 

Ditetapkan di Pasuruan 
pada tanggal 27 Februari 2019 
BUPATI PASURUAN 

         Ttd. 

Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 27 Februari 2019 
SEKRETARIS DAERAH, 

Ttd. 

AGUS SUTIADJI 
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN 
TAHUN 2019  NOMOR 1 1  

M. IRSYAD YUSUF



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI  PASURUAN 
NOMOR : 11            Tahun 2019 

TANGGAL : 27  Februari     2019 
 

VOLUME DAN HARGA DASAR AIR TANAH 

NO. KELOMPOK 
VOLUME AIR (m3) DAN NILAI PEROLEHAN AIR (Rp. / m3) 

< 51 m3 51 - 500 m3 501 - 1.000 m3 1.001 -· 2.500 m3 > 2.500 m3 

1. INDUSTRI DENGAN BAHAN
BAKU AIR

4.200 5.625 7.500 9.000 12.000 

2. NON INDUSTRI  DENGAN
BAHAN BAKU AIR

2.000 2.750 3.750 4.500 5.250 

3. NIAGA 1.000 1.175 1.275 1.550 1.650 
4. NON  NIAGA 575 650 700 750 850 

BUPATI PASURUAN, 

 Ttd. 

M .  IRSYAD  YUSUF 




